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Abstract
The stqdy is a current survey aims to answer some of the concerrus regarding the
level of understanding and practice of compulsory charity ( muzzaki ) on his obligation to
pay alms in accordance with the guidance of Islam, alms management e.ffictiveness by
BAZ / LAZ by applying the principles of Good Governance Organization , so that the
chority can act as community empowerment and poverty alleviation in the city of Padang.
Data collection is done by spreading the questionnaires directly to the public compulsory
alms ( muzzaki ). Of the I5A respondents were given a list of questionnaires, only 105
questionnaires can be used. From the results ofresearch conducted can be concluded
that a mandatory public charity ( muzzaki ) in Padang : a) understand the provisions of
alms and tax laws in.force; b ) practice to fulfill their zaknt obligation is very high; c )
{Inderstanding of the public on the benefits and effectiveness of the payment of zakat
through BAZ / LAZ is quite high , but the realization of Padang city communities , are
moyoritas make payments directly to mustahik zakat , and not many people through the
Agency or amil zakat irutitutions exist; d ) wtderstanding and expectations high enough
so that the organization alms ( BAZ / LAZ ) can manage alms praperly, effectively ctnd
economically, based on the principles af good organization coverncmce. e ) high
expectctions and hopes for the community to BAZ / LAZ always be one tool in the
business community empowerment and poverty alleviation .
Keywords : charity , BAZ / LAZ , empowerment , and poverty alleviation .
I. PENDAHULUAN
Di tengah-tengah masyarakat Indonesia terlihat nyata adanya permasalahan
kesenjangan dalam penerimaan pendapatan masyarakat, ketidakadilan dan ketimpangan
kesejahteraan dalam masyarakat. Situasi semacam ini, pada dasarnya akan dapat dicegah
dan minimalisir melalui penerapan satu sistem pengelolaan pengumpulan zakat,
pendistribusian dan penggunaan zakat secara tepat guna dan tepat sasaran, sesuai
tuntunan dalam agama Islam dan juga dengan penerapan prinsip dan ilmu ekonomi,
manajemen, akuntansi dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien-
Di Kota Padang, dan juga banyak di tempat-tempat lain permasalahan berkaitan
dengan zakat dan kemigkinan, dapat diidentifikasikan seperti, masih banyaknya orang
lslam yang belurn membayar zakat sesuai dengan jumlah yang seharusnya, membayar
zakat kepada orang yang tidak berhak, sehingga tidak tepat guna dan sasaran. Di samping
itu masih kurangnya jumlah Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga Amil 7,akat
Jumal Kajian Akuntansi dan Auditing
(BAZfi-AZ), yang tidak atau belurn profesional sama sekali. Sehingga BAZ/LAZ tidak
dapat menggerakan potensi dana zakat yang cukup besar di dalam masrarakat, melalui
pengumpulan dana zakat secara maksimal dan juga belum dapat menggunakannya secara
efisien dan efektit, sehingga harapan besar yang digantungkan kepada Badan-Badan
Pengelola zakat, agar supaya dana zakat dapat bertungsi seb,esai penyeimbang
kesejehteraan, pengentasan kerniskinan, penciptaan lapanean kcria Can pemberdayaan
masyarakat, baik dari sudut ekonomi dan juga dari sudut penear,aie:i aiaran Islam yang
Kaft-ah, masih belurn tercapai dan terwujudkan sampai sat ini.
Sebagaimana diketahui, bahwa Negara Indonesia nter:pakan negara yang
rnemiliki keragaman agama dengan 75% lebih maroritas rakrarnra memeluk Agama
Islam, sehingga tak mengherankan apabila pemenuhan s., ariel hagi neineluk agama islarn
memperoleh banyak kemudahan, salah satu dianuranla adaiah rnengenai pembayaran
zakat. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang \!lm':r -1S Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, dan pasal 9 ayat (l) huruf g Undang-undans \t'm.rr i8 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai ketenlua:l z:.i:t 
'ebasai pengurang
penghasilan kena pajak.
Ekonomi islam merupakan sistem ekonomi rarr.g heriarda,.l.,rn Al-Qur'an dan
Sunnah Rasul, di mana sangat menekankan pada nilai-nilai I'ealril,er ian keseimbangan.
Hal ini tercennin dari perhatian yang besar terhadap kaum '.a:rg iemah denqan menjamin
dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginl'an ag&r sistem ekonomi
terorganisasi sedemikian rupa sehingga harta tidak hanra deLan: ser,graman orang kaya
saja, namun dapat merata ke orang yang tidak mampu r QS. .{1-l{:s} r' -'
Oteh karena itu, pendistribusian pendapatan mera"ut p'engumpulan dan
pembagian zakat haruslah dilakukan secara merata dan adii. :<sla: dengan atruarn dan
panduan dalam agama Islam. Untuk itu dibutuhkan pihel. \3nr J,rFai mengurus zakat
dengan baik, sehingga muncul lembaga zakat. infak dan :'.:,jeu.::. ji mana orang yang
kaya dapat memberikan zakatnya kepada orang vans b€r'heL r:,erLelnanra- seperti fakir,
miskin, mualaf, musyafir dan kaum dhuafa melalui leml.":l: r:e:seb'il '\{uhammad dalam
Widagdo, 2009 :2).
Pengetalruan yang berkembang dari dulu daiam plrr 3i'jJ..:I r":ta mengenai zakat
hanyalah berupa beras yang dikeluarkan seseorang pada ar.,: rrl::. R'arnadhan sebesar
2,5 kg, atau yang biasa disebut zakat fitrah. Padahal C: :ei::, \i-(lur'an dan Hadist
terdapat beragam pengaturan harta yang wajib untuk dikeir-Le{a: z:katnva, termasuk
zakat profesi.
Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun lQ9v i3s131'1: pcnuelolaan zakat,
disebutkan bahwa salah satu harta yang u'ajib dikeluarl.rn zaL:tnr a ialah hasil
pendapatan dan jasa. Bentuk zakat baru ini merupakan sebuar-, lan!,'ah maju dari hasil
ijtihad para ulama sekarang.
Munculnya beberapa lembaga amil zakat baru-haru ini n-,emben a.r-rgin segar bagi
masyarakat muslim guna memenuhi kebutuhanla akan br:-z.rlr.3l \anq merupakan
irnplementasi dari ketakwaan seorang muslim kepada Tuhannl a. Pen;ei:laanya pun telah
mengalami banyak kemajuan sehingga apabila hal ini terrs Lrerlar-iut. ditambah lagi
dengan bertarnbah banyaknya kesadaran masl'arakat rnusl:m untuk memenuhi
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-^.:.igsa dan Lrerftesara- llaill{in, tern},ata hal itir tidaklah sernudatr merntralikkan telapak
-:'i. sebagaimana telah diketahui bahvva bangsa lndonesia bukanlah negara !'ang: 
-.ii1ut sistem syariat islar"n dalain inenjalankan roda pemerintahan, maka bukaa zakat
- 
iipakai sebagai acrian dalam nreiakukan penarikan iuran dari warganegaran),a,




Dengatt demikian, pen:rasalahail )'ang rnuncul adalah berupa, adanya dua macam
^- .-,.;ian iuran y'ang menyebabkan umat islain memikul kervajiban yang lebih berat
: -r-rdin{Ikan urnat non-muslim. Di satu sisi, umat islam memiliki ke*,ajiban ataq zakat
;r.:,rxi rvuiud ketakwaan kepada Allah SWT, dan di sisi lainnya juga wajib membayar
-:. 1:. sebagai wujud kepatuhan kepada iregara (Nurdin Mhd. Ali dalam widagdo. 2009:
- ilal ini memunculkan berbagai penafsiran pada pelaksanaan keduanya di kalangan
, .,, Islam. antara Iain:
-, \4ernbayar kervajiban pajak dan zakat sekatrigus dengan risiko jumlah harta yang
dikeluarkan rnenjadi lehih hesar
" \{en1'spakan begitu saja aniara pajak dengan zakat, dalarn arti ia membal,'ar
pajak yang diniatkan untuk menunaikan keu.ajiban zakat
perundang-ilndangan yang berlaku.
Pemahaman rnasyarakat yang masih kurang terhadap kewajiban zakat, dan
-,---,ll\2 perasaan kervajiban ganda umat Islam dibanding dengan umat non Islam telah
:-;nJtrroilg pemerintah dan Iegislatif untuk menghadirkan atau membuat Undang-undang
'' :r,rrr 17 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun
- 
.{ pasal 9 ayat (1) huruf g yang mana meilyebutkan bahwa "pembayaran zakat
--r pakan pengurang penghasilan kerra pajak". tJai ini munskin mampu menjadi solusi
- 
-'.ntara bagi umat muslim dalam pembayaran kervajiban zakat dan pajak.
Dari uraian di atas. sefta untuk lebih mengetahui se.lauh mana tingkat pemahanran
' zakat dan rvajib pa,iak orang pribadi di Kota Padang dan efektifirya pengelolaan
'.,. di Kota Padang, lebih lanjut kami melakukan penelitian rnegenai efektivitas
- 
-'irrlaan zakat dan dan perannya dalarn usaha pennberdayaan masyarakat dan
-::riflS?n kemiskinan di kota Padang.
Berdasarkan uraian tersebut, secara terinci dapat dirumuskan beberapa masalah
- : :ian ini seperti berikut: (a).Ragaimana tingkat pemahaman dan pengamalan wajib
, 
.: lrriuzzaki) orang pribadi terhadap keu,ajibannya membayarkan zakal?.
. ',,,:aimana tingkat pemahaman w'ajib zakat (rnuzzaki) tentang manfaat dan efektifitas
- ' -:\ aran zakat prol'esi atau zakat penghasilan melalui BAZILAZ?. (c).Bagaimana
" - 
-;loiaan zakat yang lebih baik aleh BAZILAZ dengan menerapkan prinsipprinsip
r Orsanization Governance?. (d).Bagaimana peran BAZILAZ untuk meningkatkan
: -.-.iirsrnan dan pengamalarr pembayaran zakat oleh masyarakat (muzzaki)?. terutanra
- j'- ^.i\aran melalui tsAZ[LAZ'?.(e).Bagaimatra pemahaman masyarakat tentang adanya
. .:"n Utidang-Undang bahrva pembayaran zakat rnelalui BAZ|LAZ dapat mengurangi
-'" ,,h pe'nghasilan kena Pajak (PTKP)?. (t).Bagainiana keinginan masyarakat tentang
r-:r adan\a Undang-LJndang )'ang memperlakukan zakat yang dibayarkan melalui
' '.1 ', \Z sebagai pengurangan atas jurniah pajak penghasilan yang terhutang?
l
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Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagar berikut: (a). Trlg]iat pemahaman dan
pengamalan *uiiu ,utut (muzzaki) orang pribadi terhadap ke$'ajibanny-a membayarkan
zakat. (b)'Tingkat p"*uha*u, wa;iu zarat (muzzaki) orang pribadi akarr manfaat dar
efektivifnya penrbayaran zakat profesi atau zakat penglrasilan rnelalui BLZILAZ'
(c).pengeLluan ,rkut yang lebih baik dan efektif oleh BAZ,/LAZ dengan menerapkan
prinsip_"prinsip Gooi brganization Got,entance. (d).Peran BAZILAZ untuk
meningkatkan pemahamau dan pengamalan pembay'aran zakat oleh masyarakat
{ntuzzaki)?. terutama pernbayaran *"lului BAZILAZ' (e)'Bagaimana peinahauran
masyarakattentanguo-yuutu.unUndang.Undangbahrrapembayaranzakatmelalui
BAZILAZ dapat menguiungi jumlah penghasilan kena Pajak (PTKP)' (fl'Kei.ginan
masyarakat akan uAui-,yu Lnaang-Unaung yung metnperlakukan zakat yang telah
dibayarkan muzzaki melalui gAZLez.- sebagai penguran-qan atas jumlah pajak
penghasilan Yang terhutang?penelitia, ini diharapkan bennanfaat untuk berbagai pihak. yaitu: (a)' Bagi
masyarakat. dapat memberikan informasi dan pemahaman )'ang lebih baik kepada
rnas'yarakat' {ntizzaki) serta mendorong mereka untuk dapat menunaikan kewajiban zakat
dan ke*,ajiban pajaknya secara lebih sempuma. (b).Bagi peneliti lanjutan, dapat menjadi
dasar untuk metakukan penelitian lanjutan dalam usaha pengembangan dan peningkatan
peran zakatsebagai alat untuk pengentasan kemiskinan. (c).Bagi lv{anajemen BAZ&LAZ'
hasil penelitian .i dapat men]adi bahan pertimbangan 
- 
dalam peningkatan dan
penyempurn aan tatacara pengetoluan zakat )'ang lebih efektif' (d)'Bagi pihak Legislatif'
hasil penelitian ini Ouput ,ier.ladi bahan 
-maiukan 
ba-ei DPR/pihak legislatif unluk
membuat aturan p".rrdung-undangan yang dpat memperlakukan zakat
profesi/penghasilan setagai pengurangan atas jumlah paja\ pengahasilan yangterhutang
tugi *u.;iU-pajak dan sefaligus*ia juga sebagai u'ajib zakat. (e)'Bagi Peneliti sendiri'
dif,arap(un 'plnelitian ini dapat memperluasan \\'a\\asan. dan pengetahuan, serta
meningkatkan pengamalan tentang kewajiban zakat dan pajak penghasilan sebagai umat




menurut terminologi syariat Islam, zakatbera:rti kewajiban atas seiumlah harta tertentu
yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan dalam agama Islam untuk
dikeluarkan dan diberikan k"pada yang berhak menerimanva dengan persl'aratan tertentu
pula. Kewajiban tersebut dikenakan kepada setiap muslim ketika mereka memiliki
sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya'
Sebagian umat Islam yang menJadi wajib zakat (muzzaki) sekaligus juga sebagai
wajib pajak, menganggap dan menyamakan antara. zakat dan pajak' sehingga
konsekuannya tetifa ii"o.ung telah membayar pajak maka gugurlah pembayaran
zakatnya. Sebaliknya pemahaman.yang benar haruslah membedakan antara kewajiban
membayar zakat dan kewajiban membayar pajak penghasilan, karena kedua-duanya zakat
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AI Qur'an dan Sunnah Undang-undang suatu Negara
Nisab dan
6riff
Ditentukan Allah dan bersifat
mutlak
Ditentukan negara dan bersifat
relative
Sifat Kewajiban bersifat tetap dan terus
meRerus
Kewajiban sesuai kebutuhan dan
dapat dihapuskan
Subjek Muslim Semua warga Negara
Alokasi
penerima








lmbalan Pahala dari Allah dan keberkahan
harta
Tersedianya barang dan jasa
public
Sanksi Dari Allah dan pemerintah Islam Dari Negara
Motivasi
pernbayaran
Keimanan dan ketakwaan kepada
Allah, ketaatan dan ketakutan
pada negara dan sanksinva
Ada pembayaran pajak
dimungkinan adanya menipulasi
besarnya iumlah harta waiib paiak
Fertritungan Dipercayakan kepada muzzaki
dan dapat iusa densan bantuan
Selalu menggunakan jasa akuntan
paiak
Ll Landasan Hukum Kewajiban Zakart
Kewajiban berzakat sudah dimulai di zaman Rasullullah Muhammad S.A.W. dan
mpunyai landasan hukum yang kuat, berupa Al Qur'an, sunnah, dan ijma' utama,
r'*-g"i berikut:
1 Surat Al-Baqaraah ayat 43, Artinya: "Dirilmnlah shalat dan tunaiksnlah zakot don
rulallah bersama dengan orang-orong yang ruku.',L Surat At-Taubah ayat 103, Artinya: "Ambillah zaknt dari sebagian harta mereka,
&ngan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...,,
c- Srrat Al An'aam ayat l4l, Artinya: "Mokanlah buahnya jika telah berbuah dan
noraiksn halmya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan
zalcatnya)".
d- Rasulullah S.A.W bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah
bin Umar, Artinya: "Islam dibongtm atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhon kecuali
Allah dan Muhommad s:A.w utusan Altah, menegokkan shalat, membayar zakat,
menwtaikan hoji dan puosa di bulan Ramadhan,.
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e. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Aii R.A. Artinya'. "... Allah meu'ajibksn
(zakat) atas orang-orang kaya dari trmat [.slo.m pculo horta merekct dengan batas
sesucti kecukupan 
.fuqoro' diantars n?ereko ..." .
2.2 Syarat Harta yang Wajib Dizakati
Harta lang akan dikeluarkan zakatnl'a liarus meurenuhi beberapa persyaratail,
yaitu: (a).Dimiliki penuh dan berkuasa menggunakannl'a. (b).Harta produktif (Narna).
(c).Mencapai nisab (standar minimal harta y'ang dikenakan zakat). {d).Surplus dari
kebutuhan printer dan terbebas dari utang. (e).Sudah be'rlalu setahun (Haul)
2.3 Jenis Zakat
Pada dasarnya hanya tcrdapat dua macam zakat. l airu zakat mal (harta) dan zakat
fitrah yang dibayarkan pada akhrr bulan ramadhan hingea saat mcnjelang shalat hari raya
idul fitri. Berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah diuajibkan atas setiap orang, bukan atas
kekayaan.
Menurut ijtihad para ulama, zakat mal dapat terbaui sebagai berikut:
1, Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah
a. Zakat emas dan perak
Dasar hukum yang mervajibkan zakat ernas dan perak terdapat pada surat Ai
Taubah ayat 34-35, "...Dan orong-orang yurtg nrern'iiltlttt7l ,'7rrr,t dan perak dan tidak
menr{kahkannya pada jalan Allah...". Ayat ini memaksudkan bahu'a etnas dan perak
dalam artian uang merupakan sesuatu yang dapat disimpan dan dirnfakkan.
Nisab zakat emas adalah 20 dinar atau kira-kira sL-tara den-9an 85 gram emas
murni. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 643 gram perak.
Kadar zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2.59't,. Dengan demikian, jika
seseorang memiliki 20 dinar dan telah mencapai masa satu taliLrn (satu haul), maka zakat
yang harus dikeluarkan adalah 1 dinar. Atau dari 100 dirham. zakat yang harus
dikeluarkan adalah 5 dirham.
b. Zakat tanaman atau pertanian
Dasar hukurn yang mewajibkan zakat pertanian irti terdapat pada Ai Qur'an surat
Al An'am ayat l4l, "...dan lwtaikanlah hakntrt tli huri nremetik hasilnya (dengan
disedekshkan kepada.fakir miskin)...". Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara
dengan 653 kg dari hasil pertanian tersebut dan dikeluarkan zakatnya saat oaneu.
Penentuan kadar zakat hasil pertanian adalah seksar 100/o jika perrgairan mertggunakan
air hujan dan sebesar 5% lika menggunakan alat atau nremindahkan air dari tempat lain
dengan kendaraan dan alat lainnya.
c. Zakat perdagangan atau penriagaan
Barang atau aset perniagaan merupakan aset vang dipersiapkan untuk transaksijual beli dan mencari keuntungan. f)asar hukurn yang rnervajibkan zakat atas aset
perniagaan terdapat dalam Al qur'an surat Al Baqarah aT'at 267, " FIoi orang-oran$: yang
berirnan, naftahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari ttscthontlt yang baik-baik."
Cara mengeluarkan zakat perniagaan adalah dengan menentukan waktu tahunan
untuk membayar zakat. Pada saat itu, pemilik harus menghitung modal vang dipersiapkan
untuk perdagangan, yaitu harga jual barang sewaktu membayar zakat ditambah dengan
sisa uang kas yang masih ada di tangan. Kemudian dikurangi dengan kewajibannya.
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Zakat=2,5Ya x {(Aset perniagaan + Sisa uang kas di taagan atau laba) _ kervajiban}Aset berupa peralatan dan bangunan yang tidak digunut un untur. kegiatanperdagangan dapat diketuarkan dari perhitungan aset.vang dikeluarkan zakatnya.d.Zakat hewan ternak
Pengertian hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan yangdimanfaatka. oleh manusiq seperri unta, rembu, dan k"*;;;. ;;;;;'#;ir',ur,*
mervajibkan zakat hewan ternak adarah hadisi nabi y"rg ;";;;##" untukrnengeluarkan zakat atas hervan temak yang_ dimiliki. Syarat urnum hewan yangdizakatkan adalah mencapai nisab, mencupuihuir, *"ruput uni"*u, v".g org"*uur**,dan bukan hewan yang digunakan untuk bekerja, seperti'memba;ak sawah atau membawabarang'Macam-macam hervan temak yang dizakatkan adalah unta, lembu dan kambino
e-Zakat barang temuan dan barang tambang b'
ulama membedakan makna antaia barangftambang (garian) dan barang temuan(rikaz)' Barang tambang. adalah semua yang beiasal daripJrut bumi yang diciptakanAllah' baik berbentuk padat maupun cair" Sedingkan rikaz adalah harta pendaman zamanjahiliyyah, termasuk barang yurg dit**,rkan di utu, p".*ukaan bumi. zakat yang harusdikeluarkan dari lrarta !1*g tambang adarah sebanyak z.ii, sedangkan untuk barangtemuan (rikaz) adalah ZaYo. Dalan barang tambang dikenakan nisab] sedangkan untukbarang temuan tidak berlaku.l. Berdasarkan Ijtihad para Ulama
a.Zakat mata uang
- 
Dr' Yusuf Qu.9u*." dalarn Syamsun Nahar Qaa4: 32) menegaskan berdasar.kanpendapat mayoritas mahzab bahrva uing kertas pada saat ini memiliki"peran r"uugui**u
1'ang dijalankan oleh mata uang 
"*u. 
du, p"1uk, maka apa yang disyariatkan atas uangemas dan perak juga berlaku pada uang kertas selama'uang tersebut berlaku dimasyarakat sebagai alat tukar. Nisab zakat uang adalah sebesar 5 awqiyah, dimana satuarvqiyah setara dengan 40 dirham. Maka, nisab"uang perak adJah zoti iirrra* v"rg;it"dikonversi ke dalam satuan yang dipakai dunia ,"iu-ru luas nisab perak sama nilainyadengan 595 gram perak.
Adapun tentang nisab uang emas, tidak ada hadits kuat yang mendasari. Namun,Jumhur berpendapat trahwa nisab emas adarah 20 din;. Dr. yusur eardawy dalamS}'amsun Nahar (2a04 :33) rnengatakan bahwa nisab emas sama dengan g5 gram emas.Dengan demikian, jika kepemitikan uang jenis apapun telah menyamai g5 gram emas,maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesarl,Syo
b.Zakat utang piutang
Menurut pendapat ulama yang rajih, seseorang ya*g memberi pinjaman kepadaorang lain dan masa pinjaman berlalu bebirapa waktu, *ut u-o.ung yang memberi pinjaanharus mengeluarkan zakat piutang dalam jangka waktu setahun saja meskipun utangtersebut berlalu bertahun-tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar z,So/a dari nilaipinjaman/piutang.
c.Zakat penghasilan.
Zakat penghasilan merupakan istilah baru dalam fikih. Jenis zakat ini merupakan
l?:f"1"::ff;t"|il 1",T:--1,"y"_uontemporer,.seperti, Abdullah bin Baaz, dan Syeikh\ t uhammad Shalih ar-utsaimin .Zakat penghasiran adarah 
^k;; ;*;ffiil#';:Ij
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setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun
bersama derigan orang dan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan. Zakat
penghasilan dikenakan pada setiap kelebihan harta yang diperoleh melalui usaha atau
kerja yang halal setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari. Nisab zakat pnghasilan
adalah sebesar 85 gram emas dan telah cukup berlalu setahun (haul)- Kadar zakx
penghasilan adalah 2,504.
d.Zakat saham dan surat berharga
Para ularna sepakat bahwa hukum menginvestasikan tnrta melalui pembelian dan
pemilikan saham adalah sah secara syar'i dan keuntungarmya wajib dizakatkan.
Keuntungan atau kerugian perusahaan dapat diketahui pada saat Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dan pqda saat itulah zakat diwajibkan.
e. Zakat perhiasan wanita
Pengenaan zakat perhiasan tidak dimaksudkan untuk Perhiasan yang biasa
dipakai oleh perempuan, namun lebih ditekankan pada perhican yang sengaja disimpan,
melebihi ambang kewajaran, perhiasan laki-laki, atau rmtrk bcian4 hadiah, dan
sebagainya. Perhiasan-perhiasan tersebut dikenakan zzrr{fi. dengan kadar zakx
sebesar 2,5o2.
f . Zakatapartemen, perkantoran, dan barang persewaan
Jenis zakat ini tebih menekankan pada pemilikan aparheq perkantoran, rumah,
bangunan lain, kendaraan, atau pabrik yang disewakan dan tidak digunakan untuk
konsumsi primer. Adapun cara mengeluarkan zakg,ttyt adafah dengEm menghitung hasil
dari persewaan tersebut, kemudian dikeluartan - t'r.rrl'a sebesar 2'5% jika telah
mencapai nisab (dalam hal ini adalah nisab emas).
g.Zakatmadu lebah
Zakat madu hukumnya wajib menurrtr ruhzab tlan&ali dan Hanafi- Dasar
hukumnya adalah beberapa hadits Rasulullah dm pra sahabd, dimtaranya adalah yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i, *--Jiko U neafuyw sepersepuluh yang
pernah ia berikan di mnsa Rasulullah maka sil&n ia neqiAo lembah Solbah, iilca
tidak mala sestmgguhnya mereka itu lebah kiu 1wry ditukm oleh siapa
saja.'Tersentase zakat madu adalah sebesar lW/o&i hasil mrfrr set€lah dikurangi biaya
produksi.
Menurut Abu Hanifah dalam Syamsun Nahar (2m69), tidak ada nisab zakat
madr-r, tetapi diambil zakatnya berapapun jumlahnya- SeOqtm mcnurut Abu Yusuf,
nisabnya adalah senilai 5 wisq, yaitu nisab terkecil btreg+rargyangdapat ditimbang.
h-Zakat hasil laut dan perikanan
Zakat ini dikenakan jika hasil laut dan perikanan digunah rmtuk dijual. Nisab
zakat ini sama seperti dikenakan terhadap nisab uang. Kadr ztlat laut dan perikanan
adalah sebesar 2,5Yo.
2.4 Penerima Zal<at
Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (Nrdt sqia Dasar hukum
yang dipakai adalah Al Qur'an,surat At Taubah ayal60,*futotg@ zakat-zakat itu
hanyalah untuk orang-or{mg kafir, orang-or(mg miskin, fngre'u-pengwus zaknt, para
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan kfuk orwtgo?olg yang berutang
y.rskar
wfiuk j(tlan Allah, dan orang-orqng y$ng sedffig dalam pe$alanw, 
-sebag{ri su{rtu
ketetapan 1,ang diwajibkan Allah; dan Atlah Mafut Mengetahui lagi Mahc Bgaksana.",
Delapan golongan penerima zakat tersebut adalah: (a).Orang fakir dan
kekurangan. (b).Miskin. (c).Pengelola zakat. (d). Muallaf. (e).Pernerdekaan budak dan
pembebasan sandera. (f).Membayar utang orang yang terlilit utang (gharinr).(g).Jihad dan
perang di jalan Allah (fisabilillah). (h).orang yang sedang bepergian dan mendapar
kecelakaan (ibnu sabil). Ibnu sabil adalah orang yang sedang bepergian yang tidak
mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan bekal, kehilangan, atau
kecopetan, termasuk juga anak jalanan dan tunawisma.
2.5 Pengelolaan Zal<at
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terjadi
penyempurnaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan, yang sudah
diatur undang-undang sebelumnya. Salah satunya adalah dimasukannya ketentuan yang
berhubungan dengan pembayaran zakat- Diakomodasinya ketentuan mengenai zakat di
dalam undang-undang Pajak Penghasilan, berkaitan dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga pengaturan ini
sebenarnya merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang
mengatur masalah pengelolaan zakat.
Lahimya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh
kenyataan sosiologis, bahwa masyarakat lndonesia mayoritas beragama tslam. f)imana
Islam telah menentukan kewajiban-kewajiban yang hprus dipatuhi oleh para penganutnya.
Pelaksanaan kewajiban beragama ini dijamin dan dilindungi oleh negara sesuai dengan
Pancasila sila pertama dan UUD 1945 pasal 29. Salah satu kewajiban tersebut yang
mempunyai implikasi sangat luas terhadap kehidupan masl,arakat adalah kewajiban untuk
menunaikan zakat.
Zakat selain berdimensi sakral, juga memiliki dimensi moral, sosial, dan
material-ekonomi. Oleh karena itu, pengumpulan zakat secara idealis dan praktis
merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan keadilan sosial dan
kesejahteraan rakyat secara tidak langsung merupakan sumber dana investasi bagi
perbaikan struktur sosial dan ekonomi negara yang akan menjadi lebih baik dengan
adanya sumber dana dari zakat, minimal mengurangi kesenjangan sosial.
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berkaitan dengau
zakat dituangkan dalam 2 {dua) pasal atau persisnya 2 ayat dalam pasal yang berbeda,
yaitu pasal pasal 4 (3) huruf a angka I dan pasal 9 (1) huruf g. Dimana menurut
penjelasan pasal 4 (3) huruf a, yang dimaksud dengan zakat disini adalah zakat
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Lembaga yang secara formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, kedua lembaga ini memiliki peran dan
fungsi yang strategis, baik dilihat dari perspektif pemberdayaan sosial-ekonomi umat
maupun dari hubungan zakit dengan perpajakan.
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Undang-Undang lr{omor 38 Tahun 1999





bagaimana zakat tersebut dikelola secara baik dan dapat
dipertanggungiarvabkan kepadi masyarakat, bukan mengatur "zakat" itu sendiri' Artinya
persoalan subyek, oU1'"k, tarif zakat'dan.siapa yang berhak.meuerima zakat sudah diatur
tersencliri dalam sya'riat atau Fikih lslam. sehingga wilayah atart otoritas Undang-
Undang Nomor 3g Tahun lggg hanyalah sebatas pengatllran forrnal pengelolaarl
zakal-nya.
Pengelolaan zakat menurut undang-undang no' 38 TahLrn 1999' merupakan
kegiatan p"."n"unuun, f"ngo'gunisasian, pelaksanaan' du'] pellgawasan terhadap
pengumpulan dan pendistrif,usian sefta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
sedangkan definisi zakat adalzh harla yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim seJttcri inrgon ketertttrctfi ugama untuk ditrerikan
kepada yang Lrerhak menerimalya (pasal 1 angka 2j. Dimana.jenis zakat terdiri dari zakat
mal dan zakat fitrah (pasal 7 ayat 1)'
pengelolaan'zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh
pemerintah dan Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang dikukuhkan' dibina dan dilindungi oleh
pemerintah (pasal 6 dan 7). Kedua lembaga-ini1ugu. p.okoknl'a adalah rnengumpulkarr'
mendistribusikan. dan mendayagu.akan ikat sesuai dengan ketentuan agama' Dalam
melaksanakan tugurryu ini, gki dan LAZ bertanggung jau'ab kepada pemerintah sesuai
dengantingkatannyu,lpu.ulg).selainm"n",imapemba;.aranzakatsepertidiutarakan
sebelumnya, kedua lembaga ini dapat menerima seperti infaq' shadaqah' hibah' 
wasiat'
waris, dan kafarat (Pasal l3).
Undang-UndangNo*o.38TahunlgggtentangPengelolaanZakat.
pelaksanaannya selanjuinya diatur dengan Keputusan t!1n[ri Agarna Nomor 581 Tahun
1999 tentang e"tatsunuan undang-undang Nomor _38 Tairun 1999' dan Keputusan
Direktur Jenderal Ai*tingun Masfarakat Iilam dan [Jrusan Haii Nornor D1291 Tahun
2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Z'akat"
2.6.1 Badan Amil Zakat(BAZ)




I " Pembentukan BAZpembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pernerintalt. sehingga hanya
pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingk-at nersional sampai tingkat
kecamatan. Sernua tingkata, tersebut me*iiiti hubungan kerja yang bersifat koordinatii
konsultatif. dan infoimatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan
rvi layahnya masing-masing.
2. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ
PengurusBAZterdiriatasunsurmasyarakatdanpemerirrtahyangmemenuhi
persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut di-ielaskan dalam Keputusan
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Tahun 1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh
masyarakat dantenaga profesional (pasal 2 ayat2).
3. Kewajiban BAZ
Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban
yang harus dilaksanakan, yaitu :
a. Segera rnelakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media
massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam o'ulan setelah
tahun buku terakhir.
d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
, e. Merencanakan kegiatan tahunan-
f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang
diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan tingkatanny4 kecuali BAZ
Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh
wilayah lndonesia.
4. Pembubaran BAZ
Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Mekanisme peninjauan ulang terhadap
BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai dengan
tingkatannya yang telah membentuk BAZ.
b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada
perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah dapat
membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.
2.6.2 Lembaga Amil Zakat (L/:Z)
Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi
pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu
ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara
perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-
undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.
Menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat adalah
institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat
Islam.
l. Pengesahan atau PengukuhatLAZ
Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan
permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan Ormas Islam yang memilikinya
dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Akte pendirian (berbadan hukum),
b. Data muzzcki (yang membayar zakat) dan mustahik {yang berhak menerima
zakat,
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Daft4r susunan pengurus,
Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang,
e. Neraca atau laporan posisi keuangan,
f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit'
Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu
penelitian persyaratan yang telah dilampirkan' Apabila dipandang
persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan
Setain melakukan pengukuhan, Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada
LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh menteri agam4 di
daerah propinsioleh gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
propinsi, ii daerah kabupaten/kota oleh bupatilwalikota atas usul Kepala Kantor
Deiartemen Agama Kabupaten/I(ota, sedangkan di kecamatan oleh camat atas usul
Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Kewajiban LAZ
Lembaga Amrl zakat (LAZ\ yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian
dikukuhkan Pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan olehLAZ, yaitu :
segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.







c. Mempublikuiikurr laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah'
3. Pencabutan Pengukuhan LAZ
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali,
apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dijelaskan dalam point b. ivlekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhat LAZ
diiakukan melalui iahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan
baru dilakukan pencabutan pengukuhan-
4. Bukti Pembayaran atau Setoran Zakat
Di dalam pasat 12 ayat I sampai 4 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor Dlzgl Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis
Pengelolaan Zakal mengatur mengenai bukti setoran zzkat'
Ketentuan ini ,n-engha.uskan BAZ dan LAZ menerbitkan bukti setoran sebagai
tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus
mencatumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap
pengukuhan LAZ,
b. Nomor urut bukti setoran,
c. Nama, alamat muzzaki, dan Nomor Pokok wajib Zakat (NPWP) apabila
zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak
Pajak Penghasilan,
d. Jumlah ikut utut peqghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta
dicantumkan tahun h aul (tahun zakat y ang dibayarkan)




Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan
rincian iebagai berikut :
a- Lembar I (asli), diberikan kepada muzzaki yang dapat digunakan sebagai
bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan;
b. Lembar 2, diberikan kepada BAZ atau LAZ sebagai arsip;
c. Lembar3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabtla zakat disetor
melalui bank.
5. Sanksi
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur
pula mengenai sanksi. Sanksi ini dicantumkan dalam Pasal 2l ayat I sampai 3, yaitu :
a. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau
mencatat dengan tidak benar harta zakat,infaq,shadaqah, hibah, wasiat, waris
dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13
dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-
lamanya tiga bulan danlatau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).
b. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) di atas merupakan pelanggaran.
c. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga ami[ zakat yang
melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Antara zakat dan prcrpajakan memiliki kaitan yang erat. Keterkaitan tersebut
sehubungan dengan diakuinya pembayaran zakat yang dilakukan Wajib Pajak dalam
negeri untuk dikurangkan terhadap Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung pajak yang
terutang. Sehubungan dengan adanya keterkaitan seperti diuraikan di atas dan agar
prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Direktorat




Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif. Yaitu penelitian yang
mengumpulkan dan menjelaskan fakta-fakta permasalahan yang belaku saat ini untuk
dianalisis dan dibahas lebih lanjut. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini
( i ndividu, ke lompok, atau organisasional), kej adian, atau prosedur-
3-2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah wajib zakat (mazzaki) orang pribadi yang berlokasi di
Kota Padang. Sampel penelitian adalah masyarakat Kota Padang yang terutama
berprofesi sebagai PNS, wiraswasta dan pegawai swasta, yang diperkirakan mampu dan
rrajib membayar zakat penghasilan. Metode pengambilan sampel penelitian adalah
purposive sampling.
Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini rnengambil
sampel dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden dengan berdasarkan
pertimbangan yang mengacu pada rules of thumb yang dikemukakan oleh Roscoe
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(Sekaran, 2000) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian
adalah30<X<500.
"3.3 Jenis Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
secara langsung dari-responden, yaitu wajib zakat. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalarn peneliiian ini adalah metode survey dengan menyebarkan daftar
ku-esioner penelitian kepada responden, yang meminta pendapat atau menyatakan apa
yang dilakukan dan dipahami responden tlntang zakat, sertaketerkaitannya dengan pajak
p"ngl,*it* orang pribadi yang juga harus ditunaikan bagi yang memenuhi syarat sebagai
*":IO turrggurrg ju;ub ,".eo.o:rrg Jebagai warga negara. Wajib 3kat yang terpilih sebagai
r"rpona", aimlnta- untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuesioner) secara
langsung pada hari yang bersangkutan, atau diajanjikan untuk beberapa hari ke depan'
3.4 Identifikasi dan Pengukuran Variabel
Variabel yang akan aiuhr dalam penelitian ini dibagi atas dua kelompok utama
dan satu sub variabel tambahan, yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum
pelaksanaan kewajiban pembayaran zak.at, dan harapan terhadap ketentuan pembayaran
zakat dan paj ak peng[ras ilan.
3.4.1 Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Pelaksanaan Kewajiban
PembayaranZal<at
Variabel ini berisikan tentang pengetahuan umum pelaksanaan kewajiban
pembayaran zakat,seperti pengertian 
-tut, j"nit zakat,nisab dan tarlf zakatpenghasilan,
p"rr"ri*a zakat, keLntuan lembayaran zak,at, pelaksanaan kewajiban zakat oleh
iesponden sendiri dan kaitannya dengan pajak penghasilan. Yariabel ini digambarkan
dengan 16 item pertanyaan yang terdiri dan 29 subitem jawaban. Jumlah skor jawaban
meripakan skoi pemahaman -responden tentang pengetahuan umum pelaksanaan
kewaj iban permbayaran zakat.
- 
Untuk operasional pengukurannya, dengan 105 responden, ditentukan tingkat
pemahaman dari seluruh .".pond"n untuk masing masing item yang ditanyakan' Dengan
dimikian ditentukan tingkat pemahaman responden adalah berkisar U/o -l00Yo- Apabila
semua responden menjawab betul atau setuju, berarti tingkat pemahannya l00Yo (sangat
paham), dan bila ,"rn"u, menjawab salat/tidak setuju, dikategorikan tidak paham- Dari
p"*atra*un itu dapat dibuai kategori tingkat pemahaman^sebagai berikut: (a).Sangat
paham (S5% - rbOX;. 1U;.paham 120% - S4%). (c).Cukup paham (60%-69%)'
id;.tcutung paham (50o/o-59o/.). (e).'Iidak paham (di bawah 50y"y
3.4.2 Pemahaman Terhadap Pengelolaanzal<atyang efektif (dalam pengumpulan'
pendistribusian dan pertanggungi awaban) oleh P.engelola zakat BAALAZ'
Variabel ini berisikan tentang pengetahuan wajib zakat tentang organisasi
BAZ\LAZ, tujuan dan fungsi BAZILAZ, manajemen BAZILAZ yang baik, dengan
menerapkan irinsip-prinsif good governance, serta sejauh mana responden telah
membantu BAJ,ll-Ai dalam penghimpunan zakat, dengan cara menyerahkan zakatnya
kepada badan atau lembaga tersefut. Serta harapan-harapan responden terhadap
efektivitas pelaksanaan fungsi BAZII-AZ, serta juga harapannya agat BAZILAZ
mendorong agar lahimya Undang-undang yang memperlakukan zakat penghasitan yang
dibayar."""url resmi melal$gAZtLAZ diperlakukan sebagai pengurangan beban pajak
14
yuskar
reng:^asilan ),ang terhutang. Variabel ini digambarkan denq,
'jensan I arternatir iawaban- seruusarah.;;r, d;g;;';;-;ilTir'll 
,ffi, Tff",rJ:[
-ll"'#*ffi ;T'ff ff ;,.*;;;:'",ua"-ngun'bffi ,;"nu*,
Dak penelitian diolalr
,i, ,.rf.l frekuensi (Sanroso,
rni adalah:




tabulasi dari jawaban-.iawaban 
vang diperoreh dari kuesioner unruk setiap
:" Menghitung nilai statistik, yaitu tabel
,ntuf masirgl*u.inn kelomnok ,,,,,u1?tu#:1 1T:.*) dan. nilai tengah (median)XiTLm::;:Tt:*_ ",{"il; ;ffioJ: Nffi lff ':L,lffi *"ifJ
]1, :f ' ::::,,'#o','- .l' T,1 3, "; ;; ;; r' # fi #' ff #:: :[# t i' -,::l-iii 
" 
fJ : :dalam penetitia-n iri Nii"i"rr;;;""";ri"Ilraoap vanabel-veriafl rans diajukan
menjumiahkan rr.o.'rr* rrinpr^r^L ^r^L - , 
merupakan hasil perhitungin d;;;;ff Hf,fffi *::*::6";;h;;"n""'#1,"i?i|llr#:1"ffi1*m;""Xldengan jumlah responden gmya
3.6 Model Statistik
Model statistik yang digunakan adalah sratistik deskrintif
ffi ,'.Htrj,o:l:uo"n;riti;,;;iu;-il;k,,u,r,,i::il#;X{1ffi ;X"T,?X*H':X
c u d al j an d a (8, 5 7 yo) - p".i',ia,i-il; 
*d;;x'?'", ffi;: Jffi f:l; i."l:[ iffi,,H:
1. ANALISIS DATA DAN PEMtsAHASAN{.1. proses pengumpulan Datapengumpuran data dirakuk;;r dengan menyebarkan kuesioner secara rangsung kenasvarakat Kota Padang yang ,..rorrr; *r;io Lr.ui.rrrg p.iurdi dan diang[ap telahmem i I i k i penghas i lan. O"-rgu n lu, ffirrig sudah waj ib zakat.Lamanva waktu yur[ aigrnurun ,nrrt ,ry"ur.Lu, kuesiorrer sampai seresai'*'dalah sekitar iiea minggu, yiituiari tanggar t Februari-ioi'r 
,u,rrpai dengan 3l Marer
;31 |"fft,f;lfmi:;;**t[:1,::,,,* disebar, ada,,i r."*uuii'oun r,un,
ar. uemografi Responden
d,pur dil;il.il:ffil,Tffi:iil::,?j:]" dikumpurkan dan dianarisis, maka respondennya
Responden raki-ta* terdiri dari 
!a% ,dan 35,24glo perempuan. Dari tingkatpendidikan, persentase terbesar uaarah ."rpo:9:i virg berpendidikan sarjana sebesart tr'90%o, diikuri dengan tingkat p"naiJi[un sntaL"aeri;ui.lirrvrr 23,BroA,Dipromat-.t4yo, Tinekat ,i:rg q 2ou., ,, jir", ri.unyu in,au, ilir_rrin sebanyak 3,,Btyo.Seterusnya dari sudut renis pekef*"n'"["uuny.d, ilp""i", ,*s (53,33yo)diikutirrleh wiraswasta sebesar 26,67yo,.;"r; i",lawan swasta dan rain-rair t20yo.Kemudian' dari jumrah'o"r*i'^ii"r,-r"rrrrg-i"rulr"J.rf'u 














f:**ilqi ),anq &rhutang. Variabel ini digambarkan den
ii,iTifilf ffi ::.f I;T:.-T;XX"#,*d'+;;;;*;ilTi"l,:,f ,,T,i:f ''.;:ll.-i f"f."ff,irrlisis Data - sama dengan bagian per{ama.
Data penelitian diolah dengan analisis, statistik parametrik, berupa nilai statistik
*i'rj:H,*ekuensi rsu'to.ol zoo,T;;;;r" rurgrur,-ri,,gluriaurun, menganarisis dara
:' Menghitung nirai staristik, yaitu taber, rlta;11ra (mean) dan. nirai tengah (median)untuk masing-masing t elompok ,".i"u"1. Nilri-ril"i.LiiiL ini digunakan unrukmenentukan rinskat pemahaman rr*p"r t".nuauf uariJ"i_u"riuuer yang diaiukandalam peneritia'n ini. Nirai rata-rata. ini merui"t"r-ilrir perhirungin dingan[:Ufifffi 
.:H:}j:f a ip""r"n' " r"n," r,,ur, -iffi 0",i, r."*,aian membagiiya3.6 Model Statistik
- 
Model statistik yang digunakan adalalrtransformasi.. dara p"n"titii'n i"i"*- i"r*t
rlr rnterpretasikan.






{. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN{.1. proses pengumpulan Datapengurnputan daia dilak;il;r dengan menyebarkan kuesioner secara rangsung kemasvarakat Kota Padang yang ,"".rp"tr,, *a;iu Lr.ri o.r,rg-p.iuudi dan diangfap telahmemitiki penghasiran.a"niun jr*i;;;;; 
sudah wajib zakat.Lamanva waktu y"g a;gunrtri, ,r,rt ,ry"uurtun kuesioner sampai seresai'*,'lalah sekitar iinu minggu, yiirr-?r.i,irgsrr t rebruu.i-zoi't 
.u*pui dengan 3l Marer
i{l i"3ui,5ruk**;Tffi[:ffi:,** disebar, ada,, i k".b;Ti t;; ;;,y,rr. uemografi Responden
o, pu, oii"ti.'.il1ffi1 ;3#!:i il:l,? j:l " 
diku mp u I kan dan d iana I is is, maka respondennya
Responden taki-raki terdiri dari 
.64%o ,dan 35,240/o perempuan. Dari tingkatmndidikan, persentase terbesar uaurut ,*rpo:g:i virg berpendidikan sarjana ,"b;su.! 1'90yo, diikuti dengan tingkat p".aiJi["" sMA/s;de;jo-.llurvu* 23,8 ryo,Diproma
"t'l4o/o, 
Tingkat Maste. 
-*botLr tiizui,sisanya sn'J", r"rr_rain sebanya k3,gtyo.seterusnya dari sudur llnjs fekerj*ir'"["nunyr# ilp""i", ,Ns (53,33yo)diikuti''leh wiraswasta sebesar ?6.6!o/:,ril;;y; krryu*un swasra dan rain-rain 20%.Kemudian. dTiirmrah'p"ngri^iln, renrang terbesar pada ringkat antara Rp:'000'000 - Rp 3.000.00ti r:s,i0";;. il;;rg np :.oo6.ooo _ +.ooo.ooo (2t,sayddi aksRp' 5'000'000 dan koson s-120,s5%), a.r.f"** il.r";&.iil, ai bawah np. z.ooo.ooo
:;,-l.J;l; 
,-3ffi:fi.X'ffI;:"L",t:::':Tl, o:* in (et,43yo), berum kawin arautvdatjanda (8,57%o). pu.i .,.iari tu*r*r#'X'",ffi;: JffiJ3; ff[] f*rff;
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lebih dari 4 oranp 36,1V/a, Tanggungan 4 orang 33,33oA, sisanya tanggungan di bawah 4
orutg30,47Ya. '
- Selanjutnya responden yang selalu menunaikan zakat mencapai 92Va, Responden
yang membayar zakat penghasilan/profesi 93,33olo. Sedangkan dari sudut tempat
responden membayar zakat, didominasi oleh responden yang membayar zakat langsung
kepada rnustahiq {49,52o/o\, membayar melalui BAZNPZ tempat respinden bekerja
(30,48yo), melalui masjid (12,38%) dan melalui LAZ (7,26%)- Dari sudut waktu
menunaikan pmbayaran zakat, Moyoritas responden telah membayar zakatnya pada
setiap menerima pendapatan (bulanan) sebesar 53o/r, dan setiap tahun 34,2V/a, sisanya
setiap tiga bulan atau cara waktu lain. Terakhir dasar yang digunakan dalam menentukan
besarnya jumlah zakat yang dibayar, Sebagian besar responden telah menghitung
zakatnya atas dasar Jumlah penghasilan yang diperoleh {43o/o), dasar pendapatan bersih
(29,52Yo), dan sisanya menghitung zakatnya atas penghasilan setelah dikurangi belanja
hidup dan atau juga hutang lkew-ajiban yang harus ditunaikan saat itu-
4.3. Pemahaman Waiib Zal<at terhadap Ketentuan Z'Lk^t dan Undang-Undang
Pajak Penghasilan dalam Kaitan Pembayaran Z,il<atPenghasilan
Sebagaimana diielaskan pada bab III, pemahaman wajib pajak orang pribadi
terhadap ketentuan zakat dan PPh ini mencakup dua variabel utama, yaitu pemahaman
terhadap pengetahuarl umum zakat penghasilan dan pajak penghaslan (PPh) dan
pelaksanaan kewajiban zakat dan PPh oleh wajib zakat dan sekaligus wajib pajak, serta
pemahaman terhadap pengetahuan umum pelaksanaan kewajiban pembayaran zakat.
. Pada penelitian ini, dari jawaban semua responden pengenai berbagai hal yang
berkenan dengan pemahaman responden terhadap zflkar dan pajak, lebih jauh dapat
dikategorikan menjadi lima tingkat, yaitu sangat paham, paham, cukup paham, kurang
paham dan tidak paham.
4.4 Pemahaman terhadap Pengetahuan Umum zakart dan Pajak Penghasilan'-
serta pelaksanaan kewajiban zal<at
Pemahaman tentang pengetahuan umum zakat dan pajak penghasilan dan
pelaksanaan kewajiban wajib zakat diukur dengan t6 pertanyaan dengan 29 item dengan
Yo tingkat pemahaman berada diantara AYo sld 100%- Tingkat pemahaman responden
terhadap kewajiban zakat dan pajak penghasilan (PPh) adalah sebesar 74Yo dengan
kategori oaham.
Sedangkan tingkat pemahaman untuk masing-masing pertanyaan yang dijukan,
diperoleh Yo tingkat pemahaman yang tertinggi adalah pada pertanyaan yang ke dua (2)
yang menanyakan ' zakat wajib dibayarkan oleh orang yang mampu sesuai dengan
ketentuan zakat dengan 5 tingkat pemahaman 99o/o dengan kategori Sangat Paham-
Diikuti oleh pertanyaan yang ke 6, dengan pernyataan " Tarif zakat pendapatan adalah
2,5o dart pendapatasn sebagai dasar perhitungan zakat, yaitu dengan tingkat o/o
pemahaman sebesar 97Yo dengan kategori "$3gg3!-slram,'. Demikian juga seterusnya
untuk pertanyaan no 8 juga dengan tingkat 7o pemahaman 97Yo (Sangat Paham).
Pertanyaan no ll (95Yo), pertanyaan no. 10 (94%) dan lain-lain.
Sebaliknya tingkat pemahiman yang terendah adalah pada pertanyaan no. 12,
yang berbunyi o'Dalam melakukan pembayaran zakat pendapatan, seharusnya







hal ini juga sejalan dengan jawaban responden pada bagian demografi responden, yaitu
sebahagian responden rnelakukan pernbayaran kewajiban zakatnya langsung kepada
mustahik (50%), melalui UPZ tempat rsponden bekerja (30%) dan juga melalui masjid
t 129/o). Jadi tidak diperlukan atau tidak diberikan bukti penyetoran. Selanjutnya tingkat
pemahaman yang rendah dengan jawaban tidak setuju, adalah mengenai data yang harus
dicantumkan pada surat setoran zakat; yang menurut responden tidak perlu
mencantumkan NPWP, besarnya pajak penghasilan yang terhutang. Pada hal kalau
pembayaran zakat melaluiBAZ atauLLZ, menurut ketentuan harus mencantumkan data-
data yang demikian.
4.5. Pemahaman Terhadap Pengelolaan Zal<at yang Efektif oleh Pengelola Zal<at
BAZ / LAZ
Pemahaman terhadap pengelolaan zakat yang efektif oleh Pengelola zakat yaitu
Badan AmilZakat(BAZ) atau Lembaga Amil Zakat(LAZ) diukur dengan 22 pertanyaan,
dengan nomor pertanyaan berurutan dari kelompok pemahaman umum zakat (no. 17 s/d
38), terutama peraturan-peraturan berkenaan dengan BAZILAZ, fungsi dan tujuan adanya
BAZfi-AZ, dengan % tingkat pemahaman berada diantara lYo sld 100%. Dari data yang
terkumpul, diperoleh tingkat pemaharnan responden secara rata-r4ta cukup tinggi yaitu
82oh denga kategori Paham.
Sedangkan tingkat pemahaman untuk masing-masing pertanyaan yang dijukan,
diperoleh %o tingkat pemahaman yang tertinggi adalah pada pertanyaanyangno 27 dan no
34 dengan Yo tingkat pemahaman sebesar 93Yo (sangat paham), yang masing-masingnya
menanyakan:. " BAZILAZ harus selalu mensosialisasikan peran penting zakat sebagai
cara untu pengentasan kemiskinan" dan " BAZII-AZ harus mampu mengelola zakat
rcara profersi onal, j uj ur, ikh las, dan betanggung j awab (akuntanbel).
Selanjutnya diikuti oleh pertanyaan no. 33 dengan pertanyaan yang berbunyi "
BAZILAZ harus mampu melaksanakan akuntansi zakat yang kuat dan andal, sehingga
dapat menyusun laporan keuanagan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan)
dengano/o tingkat pemahaman 9lYo atau dengan kategori "sangat Paham", kemudian
diikuti lagi oleh pertanyaan no. 26 dan 35, dengan pertanyaan yang bebunyi" BAZ/LAZ
perlu membuat buku pedoman / panduan-panduan praktis mengenai tata cara pelaksnaan
zakat yang harus dibayarkan oleh wajib zakat atau muzzaki" dan " BAZILAZ harus
mampu membuat dan menyampaikan laporan keuangan periodik secara terbuka kepada
publik, minimal berupa laporan arus kas dan laporan posisi keuangan.(neraca) sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum" kedua-dua pertanyaan ini
hampir seluruh responden setuju, dengan 9/o tingkat pemahaman 90olo dengan kategori
Sangat Paham.
Sebaliknya oh tingkat pemahaman yang terendah didapati pada pertanyaan
to. 22, yang menyatakan " BAZILAZ harus memproritaskan pendistribusian zakat untuk
kegiatan dan usaha yang produkrif' dengan tingkat pemahaman 62Yo atau dengan
kategori "gg-kgp_B.bn[". Selanjutnya diikuti dengan pertanyaan no. 23, yang
menyatakan bahwa * BAZILAZ harus melakukan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan
rrelatihan keterampilan, selringga dapat memberdayakan masyarakat" dengan % tingkat
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4.6. Pem bahasan Hasil Penelitian
oari trlsit analisis data diperoleh hasil yang menyatakan secara rata-rata
masyarakat telah memahami kewajiban zakat secara tebih bailq namun pelaksanaan
pembayaran kewajiban zakat tersebut, masih dilakukan secara tradisonal, yaitu dengan
menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) cara seperti
ini mencapai 5A % responden melakukannya. Hanya 7,6 oA responden yang melakukan
pembayaran zakatnya melalui LAZ, dan 30oZ responden melaksanakan kewajiban
zakatnya melalui pemotongan gaji oleh WZ-BAZyang ada di kantor tempat ia bekerja.
Fakta yang ditemukan dalam peneltian ini, diduga berkaitan erat dengan iifat
kekeluargaan yang cukup tinggi di Minangkabau, hal inijuga sesuai dengan ui"rwrlslam,
bahwa setiap orang harus memperioritaskan terlebih dahulu untuk membitu keluarga
terdekat yang membutuhkan, kemudian baru kepada keluarga jauh dan orang lain.
Ada beberpa kelemahan dari cara menyerahkan zakat langsung kepada mustahilqyaitu, kegunaan zakat terbatas hanya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan
pokokikonsumtif, pembayaran zakat oleh tturzzaki kurang terukur, dan kemungkinan
tidak tuntas. Sebaliknya bagi mustahik, penggunaan atau pemakaiannya 
.luga tiaat
terarah, karena dalam waktu tertentu ia hanya dapat terlalu sedikit, sementara iada waktulain, ia mungkin mendapatkan cukup banyak, dari banyak orang atau mrtzzaki yang
kebetulan sama-sama bersakat kepadanya pada waktu itu. Pada waktu seorang mustahik
memperoleh penerimaan zakat yang berlebihan ini, juga dapat mendorong ia berbelanja
yang lebih besar, melebihi kebutuhannya, tidak terarah, dan kemungkinanjuga mubazir,
atau menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan sebagainya.
Akan bebedahalnya, kalau zakat dibayarkan melalui badan atau lembagaresmi
pengelola zakat, yaituBAZ/LAZ, yang dapat melakukan pembinaan terhadap masyarakat
tidak mampu yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan cara memberikan dana
zakat yang cukup untuk melakukan suatu usaha yang produktif. sehingga yang
bersangkutan tidak selalu menggantungkan hidupnya dari pemberian 
-tut ot"tkeluarga,/atau orang yang berbaik hati kepadanya. Karena dengan pemberian modal kerja
sejumlah tertentu oleh BAZII-AZ, ia dapat melakukan usaha produktif yang dapat
mendatangkan hasil atau pendapatan baginya secara terus menerus, yang dapat
mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. walaupun dalam jangka waktu
tertentu, ia tetap membutuhkan bantuan dan bimbingan dari manajemen BAZILAZ.
Namun ketergantungan ini tidak akan berlangsung lama, setelah lewat waktu pembinaan
ia sudah bisa mandiri, dan tidak tertutup kemungkinan, beberapa waktu kemudian iapun
menjadi orang yang mampu membayar zakat(muzzaki).
Jadi dengan pebayaran zakat melalui Badan-Badan Amil Zakat (BAZ) atau
Lembaga-Lembaga Amil Zakx, tentunya dana yang terhimpun jadi lebih besar. lalu
dikelola dengan baik secara efektif, dan disalurkan kepada lebih banyak orang secara
terarah, terencana, terpantau dan terawasi dengan baik maka dengan pemberian modal
usaha, pelatihan yang praktis, untuk membuka usaha produktif tertentu, tentunya seoftrng
mustahik dapat diberdayakan, dan pada suatu ketika nanti ia akan menjadi muizaki. pola
yang semacam ini akan bergulir terus menerus, dan akan mempunyai dampak mpositif
yang lebih luas dan erata. sehingga betul-betul zakat dapat difungsikan -sebagai alat






Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang dilakukan pada bab terdahulu,
.eian_iutn-*-a dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:
Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kota
Padang/Minangkabau adalah beragama Islam darl beradat, dengan Filosopi " Adat
Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah" I ABS-SBK. Dengan Filosopi dernikian,
secara kultural kewajiban berzakat, berinfak, dan bersedekah di jalan Allah telah
mengakar kuat dalam tradisi kehidupan di Minangkabau.
:" Masyarakat Wajib Zakat (muzzaki) di Kota Padang tergolong orang-orang yang
paham terhadap ketentuan zakatdan UU perpajakan yang berlaku, dengan persentase
tingkat pemahaman sebesar 79% (paham).
-:. Pengamalan untuk menunaikan kervajiban zakat bagi masyarkat Kota Padang,
mencapat persentasi tingkat pemahaman yang tinggi, yaitu mencapat tingkat 97Yo,
dengan jenis zakat pendapatan/profesilperdagangan sebesar 98%. kedua keadaan ini
termasuk kategori sangat paham.
-i. Pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan efektifitas pembayaran zakat melalui
BAZ|I-AZ cukup tinggi, namun dalam realisasinya masyarakat kota Padang, secara
moyoritas melakukan pembayaran zakatnya langsung kepada mustahik, dan belum
melalui Badan atau lembagazakat yang ada.
Pemamahan dan harapan masyarakat cukup tinggi agar organisasi pengelola zakat,
),aitu BAZ I LAZ dapat mengelola zakat dengan bak, efektif berdasarkan prinsip-
prinsip good organizatio covet'nance. Namun masyarakat belum sepenuhnya
mendukung pelaksanaan prograrn kerja BAZILAZ dengan menyerahkan zakatnya
melalui BAZILAZ yang ada saat ini.
Pemahaman masyarakat masih redah terhadap adanya Undang-Undang no 38 Tahun
2008 tetang Pajak Penghasilan yang rnemperlakukan zakat pendapatan yang telah
dibayarkan sebagai pengurangan atas penghasilan kena pajak (PTKP). Hal ini
tercermin dari kurangnya pemahaman masyarakat, agar perlu adanya bukti setoran
zakat,yang memuat data-data untuk pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh).
Di samping masyarakat sangat menginginkan agar BAZ|LAZ senantiasa mendorong
masyarakat untuk menunaikan zakat. dengan cara mengeluarkan panduan-panduan
praktis tetang pelaksanaan kewajiban zakat, BAZILAZ juga diharapkan dapat
menjadi Instisi pendorong untuk lahirnya Undang-Undang atau ketentuan, yang
memperlakukan zakat yang dibayarkan melalui BAZII-AZ diperlakukan sebagai
pengurangan atasjumlah beban Pajak Penghasilan (PPh) yang terhutang.
Masyarakat wajib zakat (muzzaki) yang juga membayar pajak kebanyakan tidak
terikat dengan adanya peraturan pajak yang sudah ada, tetapi lebih kepada kepatuhan
terhadap agama dengan adanya kewajiban membayar zakat sembari nrengharap
pahala dari Allah SWT sehingga kebanyakan wajib pajak tidak membayar zakat ke
Badan Amil Zakat ataupun Lembaga AmiL Zakat yang dibentuk dan disahkan
pemerintah.g. Dengan adanya pengelolaan zzkat yang lebih profesional dari Badan Amil Zakat dan
atau Lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan pemahaman wajib zakat untuk
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menunaikan |iewajiban membayar zakat di kedua lembaga tersebut sehingga dapat
membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat *"rrdorong
pernberdayaan masyarakat dari mustahik untuk menjadi muzzaki.
Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah diungkapkan, penulis menyusun
saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:
l. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan masalah
literatur ilmu
dan perpajakan
penyusun daftar kuesioner dengan
yaitu mulai, sangat paham, paham,
pada
zakat
sesuai dengan tujuan yang diharapkan ketika penelitian ini disusun.2. Untuk penelitian selanjutnya juga bisa mengembangkan variabel pemahaman
kewajiban perpajakan dan berzakat wajib pajak oran gpribadi dengan variabel lain
yang relevan
3. Untuk penelitian lanjutan disarankan aagar
alternatif jawaban dengan kategori lebih rinci
cukup paham, kurang paham, dan tidak paham.
Dengan diperolehnya hasil penelitian, tentunya Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil Zakat (BAZILAZ) lebih menyadari untuk dapat menunjukkan program kerja yang
lebih efektif, efisien dan lebih merata kepada masyarakat. Sehingga masyarakit akan
memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi kepada BAZJLAZ, dan berusaha
mendukung untuk lebih mengsuseskan program kerja yang lebih baik dan lebih efektif
tersebut. Masyarakat akan berlomba untuk menyerahkan zakatnya kepada BAZTLAZ
yang ada, apalagi lagi katau BAZ atai LAZ sudah berusaha pula secara maksimal untuk
mengajukan usulan kepada pihgak yang berwenang (DPR & Pemerintah) agar melahirkan
aatau membuat Undang-undang atau aturan yang memperlakukan pembayaran zakat
pendapatan/profesi/perdagangan secara resmi oleh muz-raki kepada gAZtLdZ sebagai
pengurangan atas jumlah kewajiban pajak penghasilan (PPh) yang terhutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan.
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